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ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2008 tentang Kementerian Negara dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 
85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi, yang mengamanatkan penyelenggaraan pelatihan 
masyarakat sebagai bagian dari tugas pembinaan sumber daya manusia di 
bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, serta untuk menggantikan 
peraturan sebelumnya yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan hukum. 

  - Dasar hukum dari peraturan ini meliputi Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 85 
Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi; serta Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. 

  - Substansi utama peraturan ini mengatur definisi, bentuk, dan 
penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan 
melalui Unit Pelaksana Teknis, mencakup perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, serta evaluasi. Pelatihan diselenggarakan dalam bentuk 
manajerial dan teknis dengan pendekatan berbasis masyarakat dan berbasis 
kompetensi, yang dilaksanakan secara klasikal, nonklasikal, atau terpadu. 
Peraturan ini juga mengatur penjaminan dan pengendalian mutu melalui 
standardisasi, akreditasi, sertifikasi, dan evaluasi; peran serta masyarakat 
dan kerja sama dengan berbagai pihak; pembinaan alumni agar dapat 
menjadi agen perubahan; serta pendanaan yang bersumber dari APBN dan 
sumber sah lainnya. Dengan ditetapkannya peraturan ini, Peraturan Menteri 
Nomor 9 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

CATATAN  - Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024 dan mulai 
berlaku pada tanggal diundangkan pada 14 Agustus 2024. 

 


